PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR G| TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

OM enimbang

-

Mengingat

Menetapkan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA

BUPATI OGAN ILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan
Peraturan Bupati {entang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang-+ Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56 79);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 2016
Nomor 12);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS . DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN  KABUPATEN OGAN ILIR.




(1)

(2)

(1)

(2)

! BABI
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan
Ilir.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir.

5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur
pelaksana Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Keciptakaryaan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB I1I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Besaran Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Membawahi :
1. Sub Bagian Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
c. Bidang Perumahan, Lingkungan dan Permukiman membawahi ;
1. Seksi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman;
2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih; dan
3. Seksi Kebersihan dan Operasional ;
d. Bidang Tata Bangunan membawahi ;
1. Seksi Pembangunan Gedung;
2. Seksi Pemeliharaan Gedung; dan
3. Seksi Pertamanan dan Lampu Jalan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan
¥n(.erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

]




o BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
* Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas Pemerintahan dibidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, merumuskan kebijakan pengaturan,
pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian serta
melaksanakan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 4
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi

a. perumusan kebijakan tenis dibidang perumahan, lingkungan
permukiman, pertamanan dan kebersihan,bidang tata
bangunan keciptakaryaan;

b. peyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum
bidang perumahan, lingkungan permukiman, pertamanan dan
kebersihan, bidang tata bangunan keciptakaryaan;

¢. pembinaan Bidang Perumahan, Lingkungan Permukiman,
Pertamanan dan Kebersihan, Bidang Tata Bangunan
Keciptakaryaan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas,
memberi petunjuk, mengatur mengevaluasi dan melaporkan
penyelenggaraan tugas kesekretariatan meliputi urusan Urusan
Keuangan, Umum & Kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. menyusun program teknis administrasi umum & kepegawaian,
keuangan;

b. penyelenggaraan administrasi umum,;

c. membina, mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan
prograrm sub bagian;

d. penyelenggaraan evaluasi progam kegiatan Sub Bagian; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan. '




. i Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

a.
b.

C.

d.

menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;

melaksanakan program kerja sub bagian keuangan;
melaksanakan pembinaan, pengorganisasian, pengendalian
dan pengawasan dalam lingkup sub bagian keuangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a.

b.

C.

Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan

kepegawaian;
melaksanakan program kerja sub bagian umum dan
kepegawaian;
melaksanakan, pembinaan, pengkoordinasian,

pengendalian,pengawasan dalam lingkup sub bagian umum
dan kepegawaian;

melaksanakan urusan peraturan perundang-undangan,
hukum, & tatalaksana; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinarn.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan, Lingkungan dan Permukiman

Pasal 9

Bidang Perumahan, Lingkungan dan Permukiman mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasikan,

mel

aksanakan urusan Pemerintahan daerah dibidang Perumahan,

Lingkungan Permukiman dan Pertamanan Kebersihan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 9
Bidang Perumahan, Lingkungan dan Permukiman mempunyai
fungsi :

a.
b.

C.

(1)

penyusunan rencana kerja bidang berdasarkan kebijakan dinas;
penyelenggaraan dan  pelaksanaan bidang perumahan,
lingkungan permukiman dan pertamanan kebersihan;
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pembangunan
Bidang Perumahan, Lingkungan Permukiman dan Pertamanan
Kebersihan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

Pasal 11

Seksi Lingkungan Perumahan dan Permukiman mempunyai

tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Lingkungan Perumahan
dan Permukiman berdasarkan kebijakan Dinas;

b. melaksanakan  pengawasan  pengembangan  penataan
pembangunan Bidang Lingkungan Perumahan dan
Permukiman; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.




{2) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih mempunyai
tugas : ‘

a. menyusun rencana ‘kegiatan Seksi Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Bersih berdasarkan kebijakan Dinas;

b. melaksanakan pengawasan pengembangan  penataan
pembangunan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Bersih; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.
(3) Seksi Kebersihan dan Operasional mempunyai tugas :
a. menyusun rencana Kkegiatan Seksi Kebersihan dan

Operasional berdasarkan kebijakan bidang;

b. melaksanakan = pengawasan pengembangan = penataan
kebersihan dan Operasional Seksi Kebersihan dan
Operasional; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang tata Bangunan

Pasal 12

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu kepala Dinas
dalam memimpin mengkoordinasikan, melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang tata bangunan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 12
Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja bidang berdasarkan kebijakan dinas
b. penyelenggaraan dan pelaksanaan bidang tata bangunan;
c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pembangunan
gedung negara; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.
Pasal 14

(1) Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas :
a. menyusun rencana keglatan seksi pembangunan gedung
berdasarkan kebijakan bidang;
b. melaksanakan  pengawasan  pengembangan = penataan
pembangunan dan tata bangunan gedung negara; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

{(2) Seksi Pemeliharaan Gedung mempunyai tugas
a. menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan gedung
Berdasarkan kebijakan bidang;
b. melaksanakan  pengawasan = pengembangan penataan
pemeliharaan bangunan gedung negara; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinarn.




(3) Seksi Pertamanan dan Lampu Jalan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pertamanan dan lampu
jalan Berdasarkan kebijakan bidang;
b. melaksanakan  pengawasan  pengembangan — penataan
pemeliharaan taman dan lampu jalan; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

BABYV
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan
pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas
Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sikronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara
perangkat daerah serta instansi lainnya.

(2) Setiap pimpinan suatu unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya  serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3) Setiap pimpinan suvatu unit organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya  serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(4) Pimpinan suatu unit organisasi dalam melaksanakan tugas
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan cleh Bupati atas usul Kepala Dinas
melalui sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhetian dalam dan dari jabatan
sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IL.Lb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan
Eselon Ill.a, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIl.b atau
jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 6 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten
Ogan llir Tahun 2008 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indalaya
pada tanggal G Desember 2016

\’P}t. BURATT OGAN 11,1\??/

M. I S PANJI ALAM
Diundangkan di Indralaya

pada tanggal, ¢ Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR é(



INVIV ICNVd SVATI "IN

I NVOO LLVYdNd 3

NVTIVE NdWYTTNYO NVNVINY LEEd

ISM38

DNNAID NYVUYHITINA

ISNES

ONNAID NVNNONVENId

1SS

NADNVE VIVL
ONVAIY

TYNOISYHAAO NV NVHISHIETH
I$33s

HISYEE HIV NV VIAIANID
WHLSIS NYONVAWIONA
ISHES

NVIWINNWHEd
NVQ NVHVIWIEAd NYONNNONIT
I1§338

I

NVINDINWHAd
NVA NVONOMONIT
‘NYHVINHAd ONVAId

|

NVIVAVOIdEN NVT WNWN

OVd 6Ns NYONVOIN OVE ans

LVIMVLIAMAS

~ AI NVDO NALVANIVH NVINDININYHd NVSYMYY NVA NVHVINNEEd
SYNIA ISONNA NVA ‘SYDNL NVIVIN ‘ISVSINVDIO NVNNSNS

. ONVINAL
e 9107 NNHV.L 19 MONON
AT NVDO NILVINGVY ILVdNEg NYMNLYIEd

: NVAIdNY'T

SVNIA V1VdaN

AT NVDO NALVINEVH
NVINDINWAHd NVSYMVY NVA NVHVINNEHd SYNIA
ISVSINVODHIO NYNNSNS NVDvH

TVYNOISONNA NVLVEVT




